
SALINAN 
NOMOR 41, 2015 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR    40   TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang      : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan 

Peraturan   Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa-Barat dan Dalam 

Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2370); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13          

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54        

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
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10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah  Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14); 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

2. Walikota adalah Walikota Malang. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, 

misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta 

memperhatikan RPJM Nasional. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

 

Pasal 2 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan 

dari rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah. 
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(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan 

kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja yang 

terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat.  

(3) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.     

(4) RKPD menjadi pedoman untuk : 

a. menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016. 

b. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD         

Tahun Anggaran 2016. 

c. menyusun RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 3 

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam 

RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.  

 

Pasal 4 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun RKA-SKPD. 

 

Pasal 5 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan/ 

pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2016 yang menjadi 

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD yang telah dijabarkan 

dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta RKA-SKPD  

sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016. 

 

Pasal 6 

RKPD Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan 

Walikota ini. 
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Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang. 

 

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal   6    -      7    -   2015 

 

WALIKOTA MALANG, 

ttd. 

H. MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 
pada tanggal   6     -       7      -    2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

ttd. 

CIPTO WIYONO 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 41 

 

 
 
 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
TABRANI, SH, M.Hum. 

Pembina 
NIP. 19650302 199003 1 019 

 


